BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/ $43 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
KOMPENSASI KEPADA PERSEROAN TERBATAS

Menimbang

a.

TECMA MITRATAMA ADVERTINDO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (9)
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam hal
barang milik daerah yang disewakan rusak akibat
keadaan kahar (Force Majeur), perbaikan dapat dilakukan

berdasarkan kesepakatan oleh pengelola/pengguna
barang dan penyewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur salah satu
dasar pengeluaran belanja tidak terduga adalah untuk
mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Penggunaan
Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kompensasi
Kepada Perseroan Terbatas Tecma Mitratama Advertindo.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
Pengembalian Kompensasi Kepada Perseroan Terbatas
Tecma Mitratama Advertindo;




Mengingat
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

Peraturan Menteri Dalam Neger1i Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian
Kompensasi Kepada Perseroan Terbatas Tecma Mitratama
Advertindo sebesar Rp44.929.000,00 (empat puluh empat juta
sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan
material atas dana yang diterimanya.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.




KE!

CMPAT

EMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Inspektur  Kabupaten  Sukoharjo  di
Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Bidang Pendapatan pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Bidang Perbendaharaan pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2T A &UTTUC 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WA

WARDOYO WIJAYA




